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Konsep pembangunan ekonomi yang bertumpu pada desa sejauh ini masih 

menimbulkan perdebatan. Argumentasi yang mendukung mengatakan bahwa 

pemberdayaan desa menjadi kunci kesuksesan pembangunan ekonomi. Namun, 

mengingat kapasitas masyarakat desa yang masih rendah, timbul kekhawatiran 

terjadinya kegagalan. Sementara, Kabupaten  Jombang,  Propinsi Jawa Timur, 

sudah mempunyai program  energi baru dan terbarukan  yang ditujukan kepada 

masyarakat desa agar bisa mengelola potensi alam lokal agar berkelanjutan dan 

lebih bernilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah 

untuk mengkaji seberapa besar dampak program  energi baru dan terbarukan 

terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan metode Cluster Analysis, 

program energi baru dan terbarukan terbukti mampu berimplikasi pada 

pemberdayaan masyarakat desa yang diindikasikan melalui dua hal,  yaitu: (i)  

adanya  peningkatan  pendapatan  khususnya  masyarakat miskin; dan (ii) 

masyarakat mampu menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. 

Hal ini membuktikan bahwa program  energi baru dan terbarukan telah mampu 

mewujudkan kemandirian desa. Maka dari itu, program ini diharapkan dapat 

menjadi proliferasi model pemberdayaan yang berprinsip pada pemanfaatan 

sumberdaya alam yang berkelanjutan. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu isu sentral dalam pembangunan 

berkelanjutan adalah persoalan pengangguran dan 

kemiskinan, khususnya di daerah pedesaan 

(Zubaedi, 2007; Nelson, 2008). Masyarakat 

pedesaan mayoritas berkecimpung di sektor 

pertanian dengan nilai tambah (value added) yang 

rendah, sehingga berimplikasi pada pendapatan 

petani yang juga rendah. Persoalan ini tidak 

terlepas dari model pembangunan yang masih 

mengesampingkan pemerataan dan juga kurang 

memperhatikan daya dukung sumberdaya lokal 

yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan. 

Penelitian dari Hadiyanti (2006) membuktikan 

bahwa model pembangunan yang selama ini 

dilakukan hanya berorientasi pada peningkatan 

pertumbuhan (growth pole) sangat berpengaruh 

terhadap ketimpangan yang sangat mencolok. 

Pembangunan yang bertumpu hanya pada konsep 

pertumbuhan juga mengakibatkan adanya urban 

bias (Sianipar et.al, 2013). Persoalan ketmpangan 

dikarenakan ada dua hal, yaitu: (i) tentang 

kegagalan konsep trickle-down effect dalam 

menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang 

ekonomi; dan (ii) orientasi pertumbuhan yang 

hanya tertuju pada spasial perkotaan ternyata belum 

bisa menangkap karakter pembangunan yang 

esensinya merupakan proses multidimensi. Dua 

persoalan ini menimbulkan ketimpangan wilayah 

yang mencolok antara desa dan kota. 

Pembangunan wilayah yang masih urban 

bias telah menguatkan paradigma tentang 

pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam 

mengoptimalkan sumberdaya lokal yang 

berkelanjutan. Paradigma ini semakin diperkuat 

oleh berbagai hasil studi yang menemukan bahwa 

pembangunan selama ini ternyata memang 

cenderung masih mengesampingkan strategi 

pemberdayaan (empowerment) dalam menciptakan 

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik 

(Roseland, 2000; Baumgartner& Quaas, 2010). 

Eyben, Kabeer& Cornwall (2008) mendefinisikan 

strategi pemberdayaan sebagai sebuah upaya untuk 

meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan 

keswadayaan masyarakat. Melalui strategi 

pemberdayaan, partisipasi masyarakat dalam 

melaksanakan pembangunan akan semakin 

meningkat. Paradigma pemberdayaan termasuk 

yang menjadi salah satu faktor dalam inisiasi 

pembentukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 

tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. 

Implikasi dari adanya undang-undang tersebut 

adalah setiap masyarakat desa harus bisa mengelola 

sumberdaya desa yang ada bagi kepentingan 

pembangunan desa yang berkelanjutan. 

Salah satu model pemberdayaan yang belum 

banyak dilaksanakan adalah model yang bisa 

mengelola sumberdaya alam berkelanjutan dengan 

ciri yang bisa terbaharukan. Model ini muncul 

karena kondisi eksisting bahwa Indonesia kaya 

akan berbagai jenis energi baik yang berbasis fosil 

maupun non-fosil. Definisi Energi Baru pada 

Undang-Undang No 30 tahun 2007 tentang Energi 

adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh 

teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi 

terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan. 

Sedangkan sumber Energi Terbarukan adalah 

sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya 

energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan 

baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar 

matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan 

perbedaan suhu lapisan laut. Energi yang bersifat 

Baru adalah energi yang berasal dari sumber Energi 

Terbarukan.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sangat 

diperlukan pengetahuan tentang bagaimana 

melaksanakan pemberdayaan berbasis pemanfaatan 

sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan 

pendekatan Energi Terbarukan. Untuk dapat 

memanfaatkan keberagaman energi tersebut, kata 

kuncinya adalah kemauan (political will), kebijakan 

yang cerdas (smart policy), dan kerja keras (etos 

kerja).  Sesuai Amanah Undang-Undang No 30 

Tahun 200 tentang Energi, bahwa penyediaan dan 

pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan 

wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Begitu juga dalam Permen 

ESDM Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan 

Energi Terbarukan, bahwa partisipasi Pemerintah 

Daerah dalam penyediaan dan pemanfaatan energi 

baru dan energi terbarukan mempunyai peran 

krusial dalam meningkatkan kemampuan 

penyediaan energi nasional. Selain itu, penggunaan 

Energi Terbarukan sebagai sumber energi alternatif 

harus selalu dikembangkan sesuai dengan potensi 

yang dimiliki oleh masing-masing daerah. 

Berdasarkan alasan tersebut, maka penelitian 

mengenai model pemberdayaan berbasis 
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pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan 

sangat penting dilakukan dalam rangka 

menciptakan kesejahteraan masyarakat yang 

berkelanjutan, khususnya di pedesaan. Penelitian 

ini juga sangat penting kontribusinya bagi literatur 

mengenai konsep pemberdayaan yang mengadopsi 

pendekatan pemanfaatan sumberdaya lokal yang 

berkelanjutan. 

 

KAJIAN LITERATUR 

 

a. Pengertian Energi, Energi Baru, dan Energi 

Terbarukan 

Pengertian Energi adalah kemampuan untuk 

melakukan kerja atau daya (kekuatan) yang dapat 

digunakan untuk melakukan berbagai proses 

kegiatan (Gonzalez, et.al, 2016). Daya ini berdasar 

berdasarkan beberaa sumber, yaitu: (i) Energi Panas 

(Thermal Energi); (ii) Energi Kimia (Chemical 

Energy); (iii) Energi Listrik (Electric Energy); (iv) 

Energi Nulir (Nuclear Energy); (v) Energi Radiasi 

(Radiant Energy, The Energy Of Electromagnetic 

Radiation); (vi) Energi Magnet (Magnetic Energy); 

(vii) Energi Elastis (Elastic Energy); (viii) Energi 

Suara (Sound Energy); (ix) Energi Mekhanik 

(Mechanical Energy); (x) Energi Cahaya 

(Luminuous Energy); dan (xi) Energi Massa (Mass 

(E = Mc2). Indonesia memiliki berbagai bentuk 

bahan alam untuk sumber energi yang terdiri dari: 

Pertama adalah sumber Energi Tidak Terbarukan, 

yang dibagi dalam pemanfaatannya menjadi dua, 

yaitu: (i) sudah lama dimanfaatkan, seperti Minyak 

bumi, dan Gas Alam Batubara; dan (ii) baru 

dipakai/ mulai dikaji, yaitu seperti Gas Metana 

Batubara (Coal Bed Methane), dan Shale Gas. 

Kedua adalah sumber Energi Terbarukan, yang 

berdasar pemanfatannya terbagi dalam dua 

katagori, yaitu: (i) sudah lama dimanfaatkan, 

seperti Tenaga Air (besar, kecil), Panas Bumi, 

Energi surya, Biomasa (berbagai bentuk, limbah 

dan sebagainya); dan (ii) baru dipakai/dikaji, seperti 

tenaga angin, gelombang dan arus laut. Banyak 

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kebutuhan 

energi, diantaranya adalah: (i) pertumbuhan 

penduduk; (ii) pertumbuhan ekonomi; (iii) 

pertumbuhan industri; (iv) administrasi, kantor dan 

hotel; (v) tingkat kesejahterahan penduduk; dan (vi) 

perubahan pola hidup penduduk. 

Meski mempunyai potensi energi yang tinggi, 

namun Indonesia juga mempunyai beberapa 

tantangan dalam hal pengembangan energi, yaitu: 

(i) kebutuhan energi yang tinggi; (ii) jaminan 

pasokan energi rendah; (iii) cadangan energi fossil 

menurun; (iv) energi fossil masih menjadi 

komuditas ekspor; (v) pengelolaan belum efisien, 

upaya konservasi dan kelestarian LH rendah; (vi) 

kondisi geopolitik dunia dan isu lingkungan global; 

(vii) harga belum sesuai keekonomian; (viii) 

cadangan penyangga belum tersedia; (ix) 

pemanfaatan EBT belum optimal; (x) kapasitas 

litbang, industri & infrastruktur belum optimal; dan 

(xi) akses masyarakat terhadap energi rendah. Atas 

beberapa tantangan tersebut, maka dalam konteks 

pembangunan sangat diperlukan kebijakan energi 

nasional agar terwujud Ketahanan Energi Guna 

Mendukung Pembangunan Nasional Berkelanjutan. 

Hal ini menginisiasi pentingnya Energi Baru dan 

Energi Terbarukan. Difinisi Energi Baru dan Energi 

Terbarukan sesuai Undang-Undang N0 30 Tahun 

2007 tentang Energi adalah sebagai berikut: 

Sumber Energi Baru adalah sumber energi yang 

dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang 

berasal dari sumber energi terbarukan maupun 

sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, 

hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), 

batu bara tercairkan (liquified coal), dan batu bara 

tergaskan (gasified coal).  Maka Energi Baru 

adalah energi yang berasal dari sumber energi baru. 

Sementara Sumber Energi Terbarukan adalah 

sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya 

energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan 

baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar 

matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan 

perbedaan suhu lapisan laut.  Energi Baru dan 

Energi Terbarukan sangat penting bagi 

pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam 

mengatasi persoalan ketimpangan (Thiam, 2011). 

Hal ini bisa berdampak pada kebermanfaatannya 

terhadap Pembangunan yang berbasis Ketahanan 

Energi, yaitu suatu kondisi terjaminnya 

ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap 

energi pada harga yang terjangkau dalam jangka 

panjang dan tidak terpengaruh oleh gejolak regional 

maupun internasional. 

 

b. Konsep Pemberdayaan Berbasis Potensi 

Lokal 

Pemberdayaan merupakan paradigma baru 

dalam pembangunan, yang memiliki karakteristik 

yang berfokus pada rakyat (people-centered), 

partisipatif (participatory), memberdayakan 

(empowering), dan berkesinambungan (sustainable) 
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(Chambers, 1995). Pemberdayaan adalah perspektif 

yang lebih luas dari hanya sekedar memenuhi 

kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan 

mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan 

lebih lanjut (safety net). Konsep ini berkembang 

dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari 

apa yang antara lain oleh Friedmann (1992) disebut 

sebagai the Politics of Alternative Development, 

yang menghendaki adanya “inclusive democracy, 

appropriate economic growth, gender equality and 

sustainability or intergenerational equity. Dengan 

mempertimbangkan hal tersebut, maka kebijakan 

pemberdayaan dititik beratkan dan berfokus pada 

rakyat (people-centered), partisipatif 

(participatory), memberdayakan (empowering), dan 

berkesinambungan (sustainable) sehingga 

diharapkan dapat terjadi akselerasi pembangunan 

ekonomi lokal.   

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa 

konsep pemberdayaan sangat penting bagi proses 

pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Menurut 

Kongqui (2006), pembangunan yang berkelanjutan 

melalui mekanisme pemberdayaan dapat dilakukan 

melalui strategi pemanfaatan ekonomi lokal, 

termasuk di dalamnya energi terbarukan. Konsep 

ini dikatakan merupakan alternatif terbaik bagi 

peningkatan kapasitas individu dan komunitas 

dalam mendukung pembangunan masyarakat 

pedesaan yang berkelanjutan dan berdaya saing atas 

sumberdaya lokal. Dalam konteks demikian, 

pemberdayaan dapat dikonstruksi sebagai upaya 

untuk membangun kekuatan individu dan 

kompetensi, struktur melayani alam, dan perilaku 

proaktif baik kebijakan sosial atau perubahan 

sosial. Menurut Siagian (2001), pemberdayaan 

berbasis potensi lokal merupakan suatu proses 

sosial-tindakan yang mempromosikan partisipasi 

masyarakat, organisasi, sumberdaya alam yang 

berkelanjutan, dan masyarakat menuju tujuan 

peningkatan individu dan kontrol masyarakat, 

efikasi politik, peningkatan kualitas hidup 

masyarakat, dan keadilan sosial. Pemberdayaan 

berbasis potensi lokal merupakan proses 

pembangunan berkelanjutan pada skala individu 

sampai komunitas atas ketidakberdayaan 

(Caporaso& Levine, 2008).  

Pada skala individu, pemberdayaan merupakan 

kapasitas seseorang untuk mendapatkan kontrol 

atas kehidupan pribadi dan untuk mempromosikan 

perubahan dalam struktur kekuasaan yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan seseorang (Eyben, 

Kabeer& Cornwall, 2008). Sedangkan pada skala 

masyarakat atau komunitas, pemberdayaan 

mengacu pada proses yang membuat keuntungan 

kekuatan kolektif masyarakat dalam kaitannya 

dengan keadaan sebelumnya (Baumgartner& 

Quaas, 2010). Dalam konteks ekonomi, 

pemberdayaan dapat dimaknai sebagai upaya 

bersama dalam memberikan kesempatan kepada 

seluruh rakyat untuk berpartisipasi sebagai pelaku 

ekonomi yang berlandaskan  antara lain pada: (i) 

komitmen pada peran penting sebagai fungsi 

pengatur pelaku ekonomi; (ii) peran-serta aktif 

(participatory process) dari seluruh komponen 

masyarakat madani (civil society); (iii) 

keberlanjutan (sustainability); dan (iv) pendanaan 

bertumpu pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, 

transparansi, dan accountability serta dapat 

langsung diterima oleh masyarakat yang betul-betul 

memerlukan (intended beneficiaries).  

Menurut Garjita, Susiowati& Soeprobowati 

(2014), pemberdayaan berbasis sumberdaya lokal 

dapat menjadi strategi dalam pembangunan 

ekonomi. Strategi tersebut terkait mekanisme 

pemberdayaan melalui: (i) alokasi sumberdaya; (ii) 

penguatan pemberdayaan; dan (iii) pengembangan 

sumber daya manusia.  Mekanisme pemberdayaan 

melalui alokasi sumber daya memiliki arti bahwa 

untuk menciptakan tujuan pemberdayaan, maka 

sumber daya sebagai kunci kebermanfaatan 

masyarakat harus di alokasikan dengan prinsip 

keadilan, terlebih sumberdaya alam. Alokasi 

Sumber daya menjadi hal yang sangat utama dalam 

menciptakan pemberdayaan pada individu dan 

masyarakat, sehingga menuntut peran aktif 

partisipasi masyarakat dalam meuwujudkan upaya 

kesejahteraan bersama. Untuk mendukung 

terjadinya pengalokasian sumber daya yang adil, 

maka sangat diperlukan penguatan kelembagaan 

dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia 

lokal. Hakikat pemberdayaan adalah peningkatan 

kapasitas individu dan masyarakat, sehingga 

pengembangan sumberdaya diharapkan dapat 

mendukung terjadinya pengalokasian sumber daya 

yang adil melalui perubahan pola pikir dan motivasi 

individu menjadi lebih baik. Sedangkan penguatan 

kelembagaan dapat mendukung alokasi sumberdaya 

melalui efisiensi dan efektifitas pemanfaatannya. 

Melalui sinergisitas ketiga komponen tersebut, 

maka peningkatan aksesbilitas usaha produktif dan 

penguatan daya tawar individu dapat diwujudkan. 

Hal ini dapat enciptakan percepatan perubahan 
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struktural dan kesejahteraan masyarakat lokal. 

Artinya, terdapat perubahan kelas dari tingkat 

ekonomi lemah menjadi mapan, dan dari golongan 

marginal menuju golongan yang mempunyai 

aksesbilitas yang lebih baik pada sumberdaya 

produktif. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mengkhusus pada penerapan 

implementasi prioritas yang diharapkan dapat 

diimplementasikan pada tataran kebijakan. 

Pengkhusususan pada implementasi prioritas ini 

didekati melalui pendekatan kualitatif. Karena 

berorientasi pada implementasi prioritas, maka 

penelitian ini berjenis deskriptif evaluatif dengan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif 

evaluatif dinilai paling cocok karena mampu 

menemukan, mendiskripsikan, dan mengeksplorasi 

persoalan lapang untuk tujuan identifikasi. 

Sementara pendekatan kualitatif diambil karena 

penelitian ini berusaha memperdalam persoalan 

melalui survey dan wawancara mendalam (indepth 

interview). Kebijakan Energi Nasional dan 

Pembangunan Daerah digunakan sebagai dasar 

kajian terutama tujuan dan sasaran kebijakan. 

Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) ke 

depan akan diprioritaskan karena cadangan energi 

hanya mampu menyediakan energi tidak sampai 

tahun 2050, sebagai sasaran akhir dari kebijakan 

nasional penyediaan dan pemanfatan Energi. 

Kebijakan EBT ini disandingkan dengan kebijakan 

pemberdayaan dalam konteks pembangunan daerah 

sebagai sebuah upaya untuk mengoptimalkan 

potensi daerah menjadi agar lebih berkembang. 

Implementasi pengembangan EBT akan bersifat 

prioritas sesuai potensi dan kondisi sosial budaya 

masyarakat, potensi fisik wilayah serta kondisi 

ekonomi masyarakat.  

 

b. Proses Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan melalui tiga sistematika. Pertama adalah 

tahap awal pengumpulan data, yang meliputi 

inventarisasi potensi energi baru dan energi 

terbarukan yang ada di Kabupaten Jombang. Kedua 

adalah pemetaan dan penyusunan basis data, yang 

meliputi penyusunan peta lokasi potensi energi baru 

dan energi terbarukan di Kabupaten Jombang 

melalui GIS (Geopgraphical Information System). 

Ketiga adalah analisis pengembangan energi baru 

terbarukan di Kabupaten Jombang, yang berbasis: 

(i) kondisi fisik; (ii) kondisi sosial budaya 

masyarakat; dan (iii) kondisi ekonomi. Ketiga 

sistematika tersebut dilakukan melalui perolehan 

data sekunder dan primer. Untuk menginventarisasi 

data primer, maka dilakukan tiga tahap, yaitu (i) 

reduksi data; (ii) penyajian data; dan (iii) 

kesimpulan. Tahap pertama adalah reduksi data, 

yakni proses pemilihan dan pemusatan perhatian 

penelitian melalui seleksi yang ketat terhadap fokus 

yang akan dikaji lebih lanjut. Tahap kedua adalah 

penyajian data, yaitu merupakan proses penyusunan 

informasi secara sistematik dalam rangka 

memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai 

temuan penelitian. Sedangkan tahap ketiga adalah 

kesimpulan hasil pemetaan, yang ditarik selama 

pengumpulan data, sifatnya masih tentatif sehingga 

perlu untuk terus dilakukan verifikasi data, 

terutama diskusi lanjutan dengan masing-masing 

informan.  

 

c. Metode Analisis  

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka data 

yang masuk kemudian akan dianalisis. Analisis 

yang dilakukan berorientasi pada implikasi energi 

baru dan terbarukan terhadap upaya mekanisme 

pemberdayaan, yang dikaitkan dengan konstruksi 

antara kondisi eksisting energi terbarukan di 

Kabupaten Jombang dengan model pemberdayaan 

masyarakat pedesaan. Untuk melaksanakan analisa 

tingkat keberhasilan maka dilakukan analisis 

kluster (Cluster Analysis). Analisis ini digunakan 

untuk mengidentifikasi dampak program 

pemanfaatan energi baru dan terbarukan terhadap 

pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Jombang. 

Hasil analisis cluster berupa nilai skor antara satu 

sampai dengan tiga. Nilai skor satu berarti 

masyarakat tidak mampu melakukan aktivitas 

pemberdayaan. Sedangkan nilai skor tiga 

mencerminkan bahwa masyarakat telah mampu 

melakukan aktivitas pemberdayaan. Buku putih 

energi dan panduan pemanfatan energi terbarukan 

yang sudah diterbitkan oleh pemerintah menjadi 

panduan dalam penelitian ini. Keseluruhan tahap 

atau proses pengumpulan data dalam penelitian ini 

tercantum pada Tabel 1. 
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Tabel 01. Mekanisme Perolehan dan Analisa Data

 

Tujuan Aspek Variabel Sumber Data Analisa 

Data 

Sekunder 

dan Primer 

Pengumpulan & 

Pengolahan Data 

 Inventarisasi potensi energi baru 

dan energi terbarukan yang ada 

di Kabupaten Jombang 

 Studi 

Literatur 

 Survei Analisis 

Spasial dan 

Deskriptif 
Pemetaan dan 

Penyusunan Basis 

Data 

 Penyusunan peta lokasi potensi 

energi baru dan energi 

terbarukan berbasis GIS 

(Geopgraphical Information 

System) 

 Studi 

Literatur 

 Survei 

Kompilasi 

Data  
Analisis SWOT  

 Kondisi Fisik 

 Kondisi Sosial Budaya 

Masyarakat 

 Kondisi Ekonomi 

 Hasil Analisa 
Analisis 

Pengembangan 

Hasil Analisa 
Penyusunan 

Rencana Tindak 

Konstruksi antara kondisi eksisting 

energi terbarukan di Kabupaten 

Jombang dengan model 

pemberdayaan masyarakat 

pedesaan  

 Hasil Analisa 

Evaluasi& 

Rencana 

Tindak 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Pemetaan Potensi Energi Baru dan 

Terbarukan Kabupaten Jombang 

Berdasarkan hasil pemetaan lapang, ditemukan 

5 (lima) jenis energi baru dan terbarukan di 

Kabupaten Jombang, yaitu: (i) energi biomassa; (ii) 

energi air atau mikrohidro; (iii) energi surya; (iv) 

energi angin; dan (v) energi pemanfaatan Ebt untuk 

dusun belum belistrik. Lima jenis energi baru dan 

terbarukan ini merupakan hasil pengolahan baik 

yang berasal dari data sekunder maupun data 

primer. Kedua jenis data tersebut peneliti peroleh 

bekerjasama dengan pihak OPD (Organisasi 

Perangkat Daerah) terkait. Pemetaan ini sangat 

penting sebagai landasan informasi terkait aktivitas 

pemberdayaan yang sudah dilakukan berbasis 

sumber energi baru dan terbarukan di Kabupaten 

Jombang. Khusus untuk energi biomassa, dibagi 

kembali menjadi 6 (enam) jenis, yaitu: (i) potensi 

biomassa jerami dan sekam padi; (ii) potensi 

biomassa kotoran ternak, khususnya sapi; (iii) 

potensi biomassa sampah rumah tangga; (iv) 

potensi limbah tinja manusia untuk biogas; (v) 

potensi limbah ampas tebu untuk bahan bakar 

pembangkit listrik; dan (vi) potensi biofuel dari 

tanaman perkebunan.  

1. Potensi Energi Biomassa 

a. Pertama adalah potensi biomassa jerami 

dan sekam padi, dimana gas yang dihasilkan 

di Kabupaten Jombang adalah dari proses 

biomassa jerami dan sekam padi yang 

mencapai  0,03 l/g atau 3 m3/kg jerami. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dari 

Kabupaten Jombang Dalam Angka (2014), 

potensi gas bio Kabupaten Jombang dari 

fermentasi jerami mencapai  89.289,51 m3 

(1 m3 biogas setara 0,46 kg LPG) per tahun 

atau setara gas LPG sebesar 41,073 

ton/tahun. Estimasi ini mampu memenuhi 

sekitar 0,12% kebutuhan gas di Kabupaten 

Jombang yang pada kasus tahun 2015 

sebesar 36.724 ton.   

b. Kedua adalah potensi biomassa kotoran 

ternak, khususnya sapi, dimana untuk 

menghitung potensi yang dapat diperoleh 

dari kotoran sapi baik perah maupun potong 

dengan perkiraan menghasilkan gas adalah 

dengan cara: (i) untuk sapi potong 

diperkirakan menghasilkan 1 m3 per hari; 

dan (ii) untuk sapi perah kotoran 1 sapi 

menghasilkan 2 m3. Berdasarkan hasil 

pengolahan data dari Dinas Peternakan dan 

Perikanan (2014), potensi biogas dari 

kotoran sapi di Kabupaten Jombang 

mencapai 73.217 m3/hari yang setara 

dengan 366,55 ton/hari LPG (1 m3 biogas 

setara 0,46 kg LPG) atau 199.190 ton 

LPG/tahun, sedangkan kebutuhan gas 

36.724 ton pada tahun 2015. Jadi, potensi 

tergantinya kebutuhan bahan bakar minyak 

untuk kebutuhan rumah tangga di 
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Kabupaten Jombang dapat terpenuhi dari 

biogas. 

c. Ketiga adalah potensi biomassa sampah 

rumah tangga, dimana kondisi Pengolahan 

dan Pemanfaatan Sampah di Tempat 

Pengolahan Akhir dilaksanakan oleh UPTD 

TPA sampah Dinas Cipta Karya, Tata 

Ruang, Kebersihan dan Pertamanan.  

Kondisi Pengeloaan TPA sampah rumah 

tangga di Kabupaten Jombang sebagai 

berikut: (i) pengambilan sampah di 

Kecamatan Jombang bisa 2x hingga 3x 

sehari; (ii) ada 30 truk sampah yang masuk 

ke TPA pada musim hujan, sedang musim 

kemarau tidak sampai 30, dimana sampah 

yang masuk TPA pada musim hujan 80-85 

ton, sedang kemarau 74-75 ton; dan (iii) ada 

59 KK (penduduk sekitar) yang 

memanfaatkan biogas sampah. Potensi TPA 

sampah Kabupaten Jombang rata-rata per 

hari sebesar 80 ton yang diperkirakan akan 

menghasilkan energi listrik sebesar 320 

Kwh. Potensi ini bisa ditingkatkan karena 

produksi sampah Penduduk Jombang sekitar 

1,5 juta orang menghasilkan sampah 1.500 

ton dengan komposisi sampah basah 40% 

maka produksi sampah sekitar 600 ton. 

Diperkirakan akan masuk ke TPA sampah 

30%, maka produksi sampah organik akan 

mencapai 180 ton per hari.  

d. Keempat adalah potensi limbah tinja 

manusia untuk biogas, dimana potensi 

pemanfaatan dapat dilakukan untuk semua 

penduduk dalam masing-masing rumah 

tangga. Contohnya adalah Pondok Pesantren 

Tebu Ireng yang memiliki santri mukim 

sebanyak 2.521 santri.  Potensi biogas dari 

tinja di asrama sebesar 38 m3/hari dengan 

asumsi produksi kotoran per jiwa 300 gram. 

Produksi gas ini setara dengan 17 kg gas 

elpiji atau setara nyala kompor 72 jam (1 m3 

gas menyalakan kompor 2 jam). Sangat 

cukup untuk kebutuhan api memasak dalam 

sehari. 

e. Kelima adalah potensi limbah ampas tebu 

untuk bahan bakar pembangkit listrik, 

dimana potensi perkebunan tebu di 

Kabupaten Jombang Tahun 2014 mencapai 

962.481 ton tebu. Satu ton ampas tebu bisa 

untuk membangkitkan listrik dengan co-

generation sebesar 220-240 KWh. Kasus di 

Pabrik Gula (PG) Kremboong mempunyai 

potensi listrik dari ampas tebu mencapai 10 

MW. Untuk dipakai sendiri 4,5 MW, 

sehingga sisanya sebesar 5,5 MW bisa 

dijual ke PLN. Pabrik Gula lainnya berada 

di sekitar Kabupaten Jombang, yaitu di 

Kabupaten Mojokerto, Kediri, Sidoarjo 

Nganjuk dan Tulungagung. Pabrik Gula 

Tjoekir  ini mempunyai kapasitas 

menggiling tebu setiap hari sejumlah  4.200 

TCD (Ton Cane per Day) dan PG Jombang 

Baru mempunyai kapasitas 2.900 TCD. Bila 

melihat dari PG Kremboong,  diharapkan 

dua pabrik gula di Jombang ini mampu 

menyediakan listrik sebesar 10 MW untuk 

dijual ke PLN. Dengan produksi tebu 

kabupaten Jombang rata-rata 950. 000 ton/ 

tahun, maka potensi pasokan listrik 

mencapai 100.000 MWH. 

f. Keenam adalah potensi biofuel dari tanaman 

perkebunan, dimana masih banyak PG yang 

kekurangan bahan baku tebu, maka tahapan 

saat ini bioetanol layaknya berbahan baku 

tetes. Dari tiap ton tebu yang digiling, 

dihasilkan tetes sekitar 40-45 kg dan 

sebagian hasilnya masuk ke petani sebagai 

pemasok tebu. Selain tebu, ubi kayu cukup 

potensial sebagai bahan baku bioetanol di 

Kabupaten Jombang. Ubi kayu relatif lebih 

mudah dibudidayakan pada berbagai jenis 

lahan pertanian. Lahan-lahan yang selama 

ini tidak produktif dapat dihidupkan 

kembali dengan menanam tanaman 

bioenergi. Produksi  ubi kayu di Kabupaten 

Jombang pada tahun 2013 mencapai 1.387,7 

ton  pada area 841 Ha. Bila diolah menjadi 

etanol maka akan diperoleh sebesar 

2.311.825 Liter/thn. 

2. Potensi Energi Air Atau Mikrohidro 

Potensi energi air atau mikrohidro dapat 

dilihat dari potensi jaringan irigasi, dimana 

jaringan irigasi di Kabupaten Jombang 

terdiri dari 2 bagian, yaitu: (i) jaringan 

irigasi Utara Sungai Brantas; dan (ii) 

jaringan irigasi Selatan Sungai Brantas. 

Wilayah irigasi Utara Sungai Brantas 

dikendalikan oleh dua sungai, yaitu Sungai 

Marmoyo yang bermata air di Kabuh dan 

Kali Beng dengan waduk Beng yang 

berpotensi dimanfatkan tenaga hidronya 

untuk pembangkit listrik dengan rencana 
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kapasitas Tampung 147 juta m3. Salah satu 

kecamatan dengan aliran sungai terbanyak 

adalah Kecamatan Wonosalam. Sungai-

sungai yang bermata air di wilayah 

Wonosalam dan Bareng diatur di bebarapa 

DAM untuk mengaliri pertanian di wilayah 

Bareng, Mojowarno dan Mojoagung. Dari 

kontur kecamatan Wonosalam (ketinggian 

351 m dpl hingga 2.150 m dpl), Kecamatan 

Bareng (ketinggian <351 m dpl hingga 351 

dpl). Sungai yang mengalir ditingkatkan 

daya tampungnya dengan bendung dan 

DAM yang memungkinkan dimanfaatkan 

untuk mikrohidro. Berdasarkan hasil survey, 

terdapat potensi di saluran sekunder DAM 

Bareng/DAM Biru, terletak di Dusun 

Bareng, Desa Bareng, Kecamatan Bareng. 

Saluran ini mempunyai terjunan setinggi 1 

m dan debit sebesar 2 m3/dt.  

3. Potensi Energi Surya 

Berdasarkan UU No 30 Tahun 2007 tentang 

Energi , UU No 30 tahun 2009 tentang 

kelistrikan dan  PP 79 tahun 2014, program 

energi diutamakan utuk wilayah terisolir, 

daerah perbatasan dan keperluan khusus. 

Program ini sebagai panduan untuk 

penerapan program listrik tenaga surya. 

Mengutip Roadmap pemanfatan tenaga 

surya yang disusun oleh BPPT dengan 

kriteria perencanaan pembangaun PLTS 

sebagai berikut. Pertama adalah wilayah 

perdesaan, dimana aspek pertama adalah 

listrik pedesaan dan daerah pesisir, dengan 

sasaran rumah tangga daerah terpencil, 

rumah tangga daerah pesisir/perbatasan, 

sasaran kawasan industri daerah, dan 

Pelayanan Medis, dengan sasaran 

Puskesmas/RS Daerah terpencil.  Kedua 

adalah wilayah perkotaan, dengan sasaran 

rumah tangga, perkantoran 

pemerintah/swasta, dan daerah industri 

Ketiga adalah medis, dengan sasaran 

Rumah Sakit Pemerintah/Swasta.  

4. Potensi Energi Angin 

Besarnya energi listrik yang dihasilkan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah Perhitungan Potensi 

Energi Angin secara matematis. Selain 

kriteria tersebut, lokasi juga turut 

menentukan efektifitas tenaga angin. 

Penggunaan ladang angin sebagai 

pembangkit listrik membutuhkan luas lahan 

yang tidak sedikit. Penempatan ladang 

angin pada lahan yang masih dapat 

digunakan untuk keperluan yang lain dapat 

menjadi persoalan tersendiri bagi penduduk 

setempat. Selain mengganggu pandangan 

akibat pemasangan barisan pembangkit 

angin, penggunaan lahan untuk pembangkit 

angin dapat mengurangi lahan pertanian 

serta pemukiman. Karena itulah listrik yang 

berasal dari tenaga angin cocok ditempatkan 

di daerah pantai, daerah yang memiliki 

luasan yang lapang, dan panas. Energi 

terbarukan yang berasal dari tenaga angin 

kurang cocok untuk Kabupaten Jombang. 

Hal ini ditunjang dengan keberadaan tenaga 

angin di Kabupaten Jombang yang 

kecepatannya termasuk rendah, yaitu rata-

rata kurang dari 2 m/s.  

5. Potensi Energi Pemanfaatan Ebt untuk 

Dusun Belum Belistrik 

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan, 

bahwa Kabupaten Jombang berpotensi 

untuk pengembangan berbagai jenis Ebt, 

yakni mulai dari potensi pengembangan 

tenaga surya hingga biomassa. Kecamatan 

yang berpotensi untuk pengembangan EBT 

energi surya dan energi biomassa adalah 

Kecamatan Wonosalam dan Kecamatan 

Bareng. Pasalnya, Kecamatan Wonosalam 

dan Kecamatan Bareng kaya akan pertanian 

padi dan jeraminya dapat dimanfaatkan. 

Adapun Kecamatan Kabuh dan Plandaan 

juga potensial dengan pengembangat Ebt 

energi surya, mengingat wilayah utara ini 

lebih lama mendapat penyinaran matahari 

dibandingkan wilayah selatan seperti 

Kecamatan Wonosalam. 

 

b. Kondisi Eksisting Pemanfaatan Energi Baru 

dan Terbarukan oleh Masyarakat Desa di 

Kabupaten Jombang 

Berdasarkan hasil pemetaan lapang, terdapat 4 

(empat) program yang berhasil dilaksanakan oleh 

masyarakat desa di Kabupaten Jombang dalam 

rangka pemanfaatan energi baru dan terbarukan, 

yaitu: (i) Program Swadaya Masyarakat 

Pemanfaatan Energi Biomassa Melalui Program 

Kawasan Peternakan Terpadu (Ekonomi 

Berkelanjutan, Sehat, dan Mandiri Energi); (ii) 

Program Swadaya Masyarakat Pemanfaatan 
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Waduk/Embung dan Dam untuk Listrik Hidromikro 

dan Sarana Irigasi; (iii) Program Swadaya 

Masyarakat Pemanfaatan TPS 3R untuk Produksi 

Biogas dan Briket Bahan Bakar; dan (iv) Program 

Swadaya Masyarakat Pembangunan PLTSa dengan 

Menggandeng Badan Usaha. Berdasarkan hasil 

pengamatan lapang, keempat program tersebut 

selalu dicirikan oleh 2 (dua) orientasi kegiatan, 

yaitu: (i) kegiatan dalam setiap program selalu 

dilakukan dalam rangka untuk kelangsungan siklus 

kehidupan masyarakat desa; dan (ii) kegiatan dalam 

setiap program selalu dilakukan dalam rangka bagi 

kepentingan ekonomi desa karena pemanfaatan 

energi baru dan terbarukan yang dihasilkan bernilai 

ekonomi cukup tinggi. Pemanfaatan bagi 

kelangsungan siklus kehidupan masyarakat desa 

adalah kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk 

menyediakan kebutuhan energi masyarakat lokal 

agar tidak tergantung pada produsen eksternal (di 

luar desa), sehingga kebutuhan energi dapat 

dipenuhi secara efisien dan efektif. Sementara 

pemanfaatan bagi kepentingan ekonomi adalah 

aktivitas atau kegiatan pemanfaatan energi baru dan 

terbarukan yang bisa dijual sehingga bisa sebagai 

sumber penghasilan bagi masyarakat desa.  

Dari keempat program pemanfaatan energi baru 

dan terbarukan di Kabupaten Jombang, dalam 

aktivitas kegiatannya selalu dicirikan dengan 

beberapa upaya yang bersifat memberdayakan, 

diantaranya: (i) energi baru dan terbarukan yang 

dihasilkan selalu melalui proses pencarian, 

pemrosesan dan pemanfaatan yang berorientasi 

untuk menciptakan dan menjaga lapangan 

pekerjaan bagi perekonomian lokal; (ii) karena 

mayoritas memanfaatkan limbah, maka 

orientasinya dilakukan dalam rangka memperkuat 

industri alternatif yang mampu menciptakan pasar 

lokal dan meningkatkan sumberdaya alam, bersama 

menciptakan perekonomian lokal yang lebih baik; 

(iii) berorientasi dalam menjaga kontinuitas 

pasokan energi yang ramah lingkungan dan 

mendukung pembangunan yang berkelanjutan; (iv) 

berorientasi pada aksi yang mencakup 

pengembangan dan pembangunan kemitraan 

strategis terutama dalam penerapan permodalan, 

teknologi, dan pemasaran; dan (v) berusaha 

menciptakan teknologi inovasi yang berbasis 

kearifan lokal melalui kegiatan penelitian, 

pengembangan, teknik, dan operasi. Sebagai 

contoh, pada Program Swadaya Masyarakat 

Pemanfaatan Energi Biomassa Melalui Program 

Kawasan Peternakan Terpadu (Ekonomi 

Berkelanjutan, Sehat, dan Mandiri Energi), 

masyarakat desa Kabupaten Jombang telah 

memanfaatkannya bagi kepentingan sistem industri 

energi, untuk menjaga kontinuitas pasokan energi 

yang ramah lingkungan dan mendukung 

pembangunan desa yang berkelanjutan. Contoh 

lannya adalah pada kasus di Kecamatan 

Mojowarno, dimana mengindikasikan bahwa 

keberlimpahan hasil ternak dan pertanian telah 

menyadarkan masyarakat pentingnya aktivitas 

pemanfaatan limbah dari hasil peternakan dan 

pertanian bagi keberlangsungan kehidupan 

masyarakat yang lebih baik. Upaya ini dilakukan 

melalui aktivitas swadaya, yakni mengumpulkan 

dana, ide, dan pemikiran dari masyarakat setempat 

untuk diakomodir dan kemudian dibuatkan sebuah 

kelembagaan swadaya masyarakat.  

Contoh lainnya yang ditemui pada saat 

penelitian lapang adalah seperti Program Swadaya 

Masyarakat Pemanfaatan TPS 3R untuk Produksi 

Biogas dan Briket Bahan Bakar, dimana 

kegiatannya mencakup 7 (tujuh) aspek, yaitu: (i) 

masyarakat telah membentuk kelompok swadaya 

yang bertugas melaksanakan identifikasi, pemetaan, 

pengendalian dan bimbingan terhadap potensi 

energi biogas; (ii) melakukan rehabilitasi kawasan 

konservasi melalui pelibatan masyarakat; (iii) 

pelaksanaan pembinaan peningkatan usaha tani, 

pembudidayaan, pengendalian lingkungan dan 

prasarana di bidang peternakan; (iv) pelaksanaan 

identifikasi, koordinasi, pembinaan dan 

pengembangan bibit ternak; (v) pelaksanaan 

bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen 

usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha 

tani; (vi) pengembangan penerapan teknologi 

panen, pasca panen dan pengolahan hasil 

peternakan; dan (vii) penyusunan perbanyakan dan 

penyebaran metode penyuluhan dan materi 

penyuluhan baik dalam bentuk cetak maupun alat 

elektronik. Sementara pada Program Pemanfaatan 

Waduk/Embung dan Dam untuk Listrik Hidromikro 

dan Sarana Irigasi, terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 

(i) masyarakat telah membentuk kelompok swadaya 

yang bertugas melaksanakan identifikasi, pemetaan, 

pengendalian dan bimbingan terhadap potensi 

energi hidromikro; (ii) kelompok swadaya 

masyarakat telah mempunyai program peningkatan 

kualitas pengelolaan operasional dan pemeliharaan 

jaringan irigasi serta melaksanakan normalisasi 

jaringan irigasi guna mencukupi ketersediaan air 
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irigasi; dan (iii) meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi, 

pemanfaatan asset irigasi serta pengawasan dan 

pengendalian jaringan irigasi. Beberapa kegiatan 

tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan 

energi baru dan terbarukan oleh masyarakat desa di 

Kabupaten Jombang sangat melekat dengan ciri-ciri 

aktivitas pemberdayaan, seperti menekankan 

swadaya, partisipatif, kolaboratif, dan kemandirian. 

 

c. Implikasi Pemanfaatan Energi Baru dan 

Terbarukan Terhadap Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

Kegiatan pemanfaatan energi baru dan 

terbarukan oleh masyarakat desa di Kabupaten 

Jombang mencerminkan bahwa masyarakat telah 

mampu menciptakan beberapa aktivitas yang 

berciri memberdayakan, diantaranya adalah 

swadaya, partisipatif, kolaboratif, dan kemandirian. 

 Hal ini menandakan bahwa pemanfaatan energi 

baru dan terbarukan selain bermanfaat pada 

kelestarian lingkungan juga mampu meningkatkan 

peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan desa. Kesuksesan ini diukur 

berdasarkan tingkat kesejahteraan dan berdasarkan 

persepsi dari masyarakat selaku objek sasaran. 

Dampak program pemanfaatan energi baru dan 

terbarukan oleh masyarakat desa di Kabupaten 

Jombang terhadap pemberdayaan dibedakan 

menjadi 2 (dua) indikasi, yaitu: (i) dampak terhadap 

tingkat pendapatan; dan (ii) dampak terhadap 

kemampuan penyusunan perencanaan 

pembangunan desa. Kedua indikasi ini merupakan 

esensi dari suatu masyarakat yang dapat dikatakan 

berdaya. 

1. Dampak Program Pemanfaatan Energi Baru dan 

Terbarukan Terhadap Tingkat Pendapatan 

Rumah Tangga 

Salah satu indikasi dampak program 

pemanfaatan energi baru dan terbarukan adalah 

terjadinya kenaikan tingkat kesejahteraan, yang 

diindikasikan dengan peningkatan pendapatan 

masyarakat desa. Peningkatan pendapatan ini 

diukur dari prosentase perubahan pendapatan 

sebelum dan sesudah adanya program pemanfaatan 

energi baru dan terbarukan.  

 

 

 

 

Tabel 2. Dampak Program Terhadap Tingkat Pendapatan Rumah Tangga 

 

Item 

Kelompok I: 

Rumah Tangga Bawah 

Kelompok II: 

Rumah Tangga 

Menengah 

Kelompok III: 

Rumah Tangga 

Atas 

Rata-Rata  

Pendapatan (Rp) 588,889 2,728,000 6,666,667 3,327,852 

Tambahan 

Pendapatan (Rp) 
333,333 718,000 1,433,333 828,222 

Perubahan 

Pendapatan (%) 
34% 20% 19% 24,3% 

 

Berdasarkan hasil analisis cluster, program 

pemanfaatan energi baru dan terbarukan lebih 

berdampak pada rumah tangga golongan rendah 

(menengah ke bawah), yaitu sebesar 34 persen. 

Artinya, dengan adanya program pemanfaatan 

energi baru dan terbarukan, rumah tangga golongan 

rendah mendapatkan tambahan pendapatan sebesar 

34 persen dari jumlah pendapatan sebelum adanya 

program pemanfaatan energi baru dan terbarukan. 

Posisi kedua adalah golongan menengah yang 

mendapatkan sebesar 20 persen. Sedangkan rumah 

tangga golongan atas mendapatkan benefit hanya 

sebesar 19 persen. Hal ini dikarenakan masyaraat 

golongan menengah ke atas biasanya merupakan 

rumah tangga yang sudah memiliki aktivitas 

ekonomi yang sudah baik dan tidak terlalu terlibat 

dalam kegiatan program energi baru dan 

terbarukan. Temuan ini menandakan bahwa 

program energi baru dan terbarukan di desa 

Kabupaten Jombang selain berimplikasi bagi 

kelestarian lingkungan juga mampu menggerakkan 

aktivitas rumah tangga miskin. 

2. Dampak Program Pemanfaatan Energi Baru dan 

Terbarukan Terhadap Kemampuan Penyusunan 

Perencanaan Pembangunan Desa 

Tabel 02 menyajikan hasil analisa mengenai 

dampak program pemanfaatan energi baru dan 
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terbarukan terhadap kemampuan penyusunan 

perencanaan pembangunan desa. Apabila skor 

mendekati tiga, maka dapat dikatakan masyarakat 

telah mampu melaksanakan penyusunan 

perencanaan pembangunan desa, begitu sebaliknya. 

Rumah tangga golongan bawah (menengah ke 

bawah) secara umum sudah dapat memahami 

program pemanfaatan energi baru dan terbarukan 

dengan baik, yaitu ditunjukkan dengan  nilai 2.56. 

Begitu juga dengan rumah tangga golongan 

menengah ke atas yang memahami program dengan 

cukup baik, yakni ditunjukan dengan nilai di atas 

rata-rata yaitu sebesar 2,63. Tetapi rumah tangga 

golongan menengah kurang memahami program 

program pemanfaatan energi baru dan terbarukan 

dengan baik, yaitu dengan nilai 2.48 atau dibawah 

rata-rata.  

Tingkat partisipasi rumah tangga golongan bawah 

masih rendah, yaitu dengan nilai 2.58 dimana nilai 

tersebut kurang dari rata-rata. Sedangkan rumah 

tangga golongan menengah dan menengah ke atas 

tingkat partisipasinya cenderung lebih tinggi, yaitu 

masing-masing 2.60 dan 2.63. Kedua item indikasi 

sosialisasi dan tingkat partisipasi memperlihatkan 

bahwa program pemanfaatan energi baru dan 

terbarukan sudah dikatakan baik dalam aspek 

sosialisasi sehingga berdampak pada kemampuan 

masyarakat desa dalam menyusun perencanaan 

pembangunan, namun masih sangat kurang dalam 

menumbuhkan/melibatkan partisipasi masyarakat 

miskin, termasuk golongan perempuan. 

 

d. Temuan Penting, Kontribusi, dan 

Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 01 

dan Tabel 02, maka dapat dipastikan bahwa 

pelaksanaan program energi baru dan terbarukan di 

Kabupaten Jombang terbukti mampu berimplikasi 

pada aktivitas yang dapat memberdayakan 

masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan, peran 

program energi baru dan terbarukan bagi 

perekonomian masyarakat desa di Kabupaten 

Jombang dapat dibagi menjadi 4 (empat) fungsi. 

Pertama adalah berperan dalam media untuk 

memacu kesadaran masyarakat desa, khususnya 

bagi pelestarian lingkungan dan peningkatan 

perekonomian lokal. Hal ini dapat terjadi karena 

pelaksanaan program dapat membangun kesadaran 

warga yang turut aktif dan berhasil mengangkat 

pendapatan rumah tangga. Kedua, program energi 

baru dan terbarukan mampu menciptakan 

kesejahteraan sosial (social welfare), yakni 

terbangun atas fasilitas pelatihan dan pembinaan 

(educational roles).  

 

 

 

 

 

 

Tabel 03. Dampak Program Terhadap Kemampuan Penyusunan Perencanaan Pembangunan 

Item 

Kelompok I: 

Rumah Tangga 

Bawah 

Kelompok II: 

Rumah Tangga 

Menengah 

Kelompok III: 

Rumah Tangga 

Atas 

Rata-Rata  

Sosialisasi 2.58 2.48 2.63 2.56 

Tingkat Partisipasi 2.58 2.60 2.63 2.60 

    Sumber: Hasil Analisis, 2014 
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Hal ini menjadi penting karena ada unsur 

pemberdayaan kepada masyarakat melalui 

pelatihan sehingga dapat meningkatkan kapasitas 

warga desa. Ketiga, kelembagaan swadaya 

masyarakat telah mampu berperan sebagai 

mediator dan fasilitator (mediatior & group 

facilitation). Peran ini menjadi krusial ketika 

lembaga yang dibangun mampu menciptakan 

masyarakat desa menjadi lebih produktif. 

Produktivitas masyarakat ini terbantu dengan 

sistem kemitraan yang dibangun dengan pihak 

swasta. Keempat, kelembagaan swadaya 

masyarakat dalam program energi baru dan 

terbarukan telah mampu dalam meningkatkan 

pendapatan masyarakat (increasing income). 

Dimana hal ini terjadi ketika program yang 

dibangun mampu menyediakan kesempatan 

(opportunity) bagi masyarakat desa untuk masuk 

dalam sistem bisnis berbasis sumberdaya alam. 

 

e. Temuan Penting, Kontribusi, dan 

Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 01 

dan Tabel 02, maka dapat dipastikan bahwa 

pelaksanaan program energi baru dan terbarukan di 

Kabupaten Jombang terbukti mampu berimplikasi 

pada aktivitas yang dapat memberdayakan 

masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan, peran 

program energi baru dan terbarukan bagi 

perekonomian masyarakat desa di Kabupaten 

Jombang dapat dibagi menjadi 4 (empat) fungsi. 

Pertama adalah berperan dalam media untuk 

memacu kesadaran masyarakat desa, khususnya 

bagi pelestarian lingkungan dan peningkatan 

perekonomian lokal. Hal ini dapat terjadi karena 

pelaksanaan program dapat membangun kesadaran 

warga yang turut aktif dan berhasil mengangkat 

pendapatan rumah tangga. Kedua, program energi 

baru dan terbarukan mampu menciptakan 

kesejahteraan sosial (social welfare), yakni 

terbangun atas fasilitas pelatihan dan pembinaan 

(educational roles). Hal ini menjadi penting karena 

ada unsur pemberdayaan kepada masyarakat 

melalui pelatihan sehingga dapat meningkatkan 

kapasitas warga desa. Ketiga, kelembagaan 

swadaya masyarakat telah mampu berperan sebagai 

mediator dan fasilitator (mediatior & group 

facilitation). Peran ini menjadi krusial ketika 

lembaga yang dibangun mampu menciptakan 

masyarakat desa menjadi lebih produktif. 

Produktivitas masyarakat ini terbantu dengan 

sistem kemitraan yang dibangun dengan pihak 

swasta. Keempat, kelembagaan swadaya 

masyarakat dalam program energi baru dan 

terbarukan telah mampu dalam meningkatkan 

pendapatan masyarakat (increasing income). 

Dimana hal ini terjadi ketika program yang 

dibangun mampu menyediakan kesempatan 

(opportunity) bagi masyarakat desa untuk masuk 

dalam sistem bisnis berbasis sumberdaya alam. 

Temuan di atas dapat memperkaya kontribusi 

terhadap literatur, khususnya antara kondisi 

eksisting energi baru dan terbarukan di Kabupaten 

Jombang sebagai program pelestarian lingkungan 

dengan keberhasilan model pemberdayaan 

masyarakat pedesaan. Artinya, program yang 

berorientasi pada pelestarian alam dan ekosistem 

lokal ternyata telah mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme 

pemberdayaan, yakni mekanisme yang mampu 

menciptakan aspek swadaya, kolaboratif, dan 

partisipatif. Hasil ini memperkaya penelitian dari 

Nugroho& Setyowati (2014), bahwa kegiatan 

pemberdayaan biasanya memang selalu dicirikan 

pada keberhasilan masyarakat dalam 

mensinergikan antara potensi alam dan 

implikasinya bagi peningkatan tingkat pendapatan 

dan penyerapan tenaga kerja lokal.  

Penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh 

Thamrin& Hadi (2014), bahwa pengelolaan 

sumberdaya alam terbarukan, hampir pasti selalu 

terbukti mampu menopang perekonomian 

masyarakat lokal sekaligus menciptakan ekosistem 

yang berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan 

model pembangunan yang inklusif. Penelitian 

mengenai pemberdayaan berbasis pemanfaatan 

sumber daya juga pernah dilakukan oleh Garjita, 

Susilowati& Retnaningsih (2014), yang 

menemukan bahwa aktivitas yang berusaha 

mengoptimalkan potensi alam melalui kegiatan 

pemberdayaan ternyata mampu meningkatkan 

partisipasi masyarakat lokal yang diimbangi 

dengan keberhasilan menjaga keberlangsungan 

ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Menurut 

Zubaedi (2007), beberapa sifat tersebut mampu 

menciptakan proses yang memungkinkan sebuah 

masyarakat mempunyai akses kepada sumber daya, 

mampu mengontrol sumber daya dan struktur 

kekuasaan di masyarakat. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, maka 

kontribusi penting dalam penelitian ini dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu yaitu kontribusi 

teoritis dan kontribusinya bagi kepentingan best 

practice. Kontribusi teoritis adalah kaitannya 

dengan penguatan konsep pemberdayaan melalui 

proses pembelajaran dengan mekanisme 

pemanfaatan potensi alam yang bersifat 

terbaharukan. Sementara bagi kepentingan best 

practice, adalah dalam mengimplementasikan 

pemberian kewenangan pembangunan pada tingkat 

desa seperti yang diamanahkan dalam UU Nomor 6 

Tahun 2014 tentang desa. 

Meskipun memberikan kontribusi penting 

terhadap teoritis dan kepentingan best practice, 

namun penelitian ini masih mendasarkan asumsi 

teoritisnya bahwa program energi baru dan 

terbarukan akan dapat meningkatkan kapasitas 

lokal, tata kelola, dan sekaligus kearifan lokal. 

Meskipun tata kelola dan kapasias lokal meningkat 

pasca program, namun kearifan lokal belum 

terbukti mengalami peningkatan. Hal ini 

didasarkan pada logika bahwa peningkatan kualitas 

kearifan lokal membutuhkan waktu yang cukup 

lama, sehingga program pemberdayaan program 

energi baru dan terbarukan belum terbukti efektif 

meningkatkan kualitas kearifan lokal. Oleh karena 

itu, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih 

mendalam tentang mekanisme peningkatan kualitas 

kearifan lokal dalam mekanisme pemberdayaan 

berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan. 
 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pemetaan lapang, ditemukan 5 

(lima) jenis energi baru dan terbarukan di 

Kabupaten Jombang yang tersebar di beberapa 

kecamatan, yaitu: (i) energi biomassa; (ii) energi 

air atau mikrohidro; (iii) energi surya; (iv) energi 

angin; dan (v) energi pemanfaatan Ebt untuk dusun 

belum belistrik. Khusus untuk energi biomassa, 

dibagi kembali menjadi 6 (enam) jenis, yaitu: (i) 

potensi biomassa jerami dan sekam padi; (ii) 

potensi biomassa kotoran ternak, khususnya sapi; 

(iii) potensi biomassa sampah rumah tangga; (iv) 

potensi limbah tinja manusia untuk biogas; (v) 

potensi limbah ampas tebu untuk bahan bakar 

pembangkit listrik; dan (vi) potensi biofuel dari 

tanaman perkebunan.  

Berdasarkan hasil pemetaan lapang, terdapat 4 

(empat) program yang berhasil dilaksanakan oleh 

masyarakat desa di Kabupaten Jombang dalam 

rangka pemanfaatan energi baru dan terbarukan, 

yaitu: (i) Program Swadaya Masyarakat 

Pemanfaatan Energi Biomassa Melalui Program 

Kawasan Peternakan Terpadu (Ekonomi 

Berkelanjutan, Sehat, dan Mandiri Energi); (ii) 

Program Swadaya Masyarakat Pemanfaatan 

Waduk/Embung dan Dam untuk Listrik 

Hidromikro dan Sarana Irigasi; (iii) Program 

Swadaya Masyarakat Pemanfaatan TPS 3R untuk 

Produksi Biogas dan Briket Bahan Bakar; dan (iv) 

Program Swadaya Masyarakat Pembangunan 

PLTSa dengan Menggandeng Badan Usaha. 

Keempat program tersebut selalu dicirikan oleh 2 

(dua) orientasi kegiatan, yaitu: (i) kegiatan dalam 

setiap program selalu dilakukan dalam rangka 

untuk kelangsungan siklus kehidupan masyarakat 

desa; dan (ii) kegiatan dalam setiap program selalu 

dilakukan dalam rangka bagi kepentingan ekonomi 

desa karena pemanfaatan energi baru dan 

terbarukan yang dihasilkan bernilai ekonomi cukup 

tinggi.  

Kegiatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan 

oleh masyarakat desa di Kabupaten Jombang telah 

berimplikasi pada 2 (dua) aktivitas yang dapat 

memberdayakan, yaitu: (i) dapat meningkatkan 

tingkat pendapatan rumah tangga, khususnya bagi 

masyarakat miskin; dan (ii) telah mampu 

berkontribusi bagi penyusunan perencanaan 

pembangunan desa. Kedua implikasi ini 

menandakan bahwa program yang berorientasi 

pada pelestarian alam dan ekosistem lokal ternyata 

telah mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui mekanisme yang berhasil 

menciptakan aspek swadaya, kolaboratif, dan 

partisipatif. 
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